
BUPATI PRJNGSEWU 
PROV1NSI IJAMPUNG 

PERATURA.N BUPATI PRlNGSEWU 

NOM0R 04 TAHUN 2018 

TENTANG 

AL NAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl N0MOR 34 TAHON 2017 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG KEDUDUKA1' PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRAiIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PRINGt3EWU 

Menimbang 

Mcngi.nga.t 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAH A RSA 

BUPATI PRINGSEWU, 

a. bahi.va. dengan t.erbitnya surat Menteri Dale.m Ncgcri 
Nomor l 88T31 /780B /SJ tangga1 2 November 2017 
perihal Penjelasan terhadap Implementasi Su bstansi 
Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hale Kcuanga.n dan Administratif Pimpinan dWl Anggota 
D PRD sr.rt,q ~m.tura.n Menteri Dala.m Negen Noinor 6~ 
Tahun 201 7 tentang Penge1ompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Penanggungjawaban Dana Operasionru dipandang perlu 
untuk menyesua:ikan kembali pengelompokan 
kemampuan keuangan daerah~ 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pa.do. hurnf a, perlu ditetapkan Pe.raturru1 
Bupati tentang Perubahan Atas Pemh1rn.n Rupa.ti Nomor 
34 Tahun 2017 Ten tang Petunjuk Pelaksanaa.n 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 
Kedudukan Prutukoler, Keuangan dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota. Dewan Perwakilo.n Rakyat 
Daerah Kabupaten Pringsewu: 

1. Undang-Umlang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sis1em 
Jaminan Sosial Nasional (Lemhara.n Nego.rn Rcpu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 15O~ Tambahan Lembamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Ptovinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 
2008 Norn.or 185~ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Notnor 493 2); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lemba.Tim Negara Rcpubli.k 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Umhmg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang liadan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lcmbaran Negara 
Repul>lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tamba.han 
Lembaran Negara Repul>lik Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang No.mor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir denga.n Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I..P.mbar-an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Llewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indoneisia Tahuu 2014 Nomor 90, 
Tambahan Lembamn Negara Republilc Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Le1nbanu1 Neg.:u-a Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

7. Peratunm Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembamn .Nege.ra 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. PP.raturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Pera.turan Menteri Dalaln Negeri Nomor 21 
Tah.un 2011; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Admin.istratif Pimpin.an dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daemh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentmtg 
Perangkat Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara 
Republlklndonesia Nomor 5887); 



Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggu.naan 
Bclanja Penunjang Opera.sional Pimpinan Dewan 
Perwa ki1an Rakyat daerah serta Tatacara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

12. Peratu.ren Da.e1·ah Nornor 5 Tahun 2017 tentang 
Kffludukan Protolrol.er, Keuangan dan Adrninistratil 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05); 

13.Peraturan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 20)7 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 201·1 Tentang Kedudukan Protokoler, 
Kcuangan dan Admini81::ratil Pirnpinan Dan A.ugguta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu 
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 
Nomor 34); 

M&MUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANMN .t>ERATURAN DAERAH NOMOR 
S TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, 
KEUA.VGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPTNAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PRINGSEWU. 

Pa.salt 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 
Ttthun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pere.turan 
Daerah Nomor S Tahun 2017 Tentllng Kedudukan 
Protokoler, Keuangan Dan Administ.ratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pringsewu tBerita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2017, Nomor 34 J diubah s,,bagai 'berikut ; 

L Ketentuan Pasa1 6 diubah, sehingga Pasal 6 ayat 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) Besamya Tunjangan Perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Paaal 5 ditelapkan :setelah 
menetapksin hasil peniJaien/ survey yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yang 
lndependen dengan memperhatikan a.sas kepatutan, 
Jrewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang 
berlaku sesuai dcngan peratur-an perundang
undancan. 



(2) Tunjwigan Perumahan iw.hegaimana dima.lcsud pada 
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan selama 1 (sa.tuJ Tahun Anggaran yang 
dibebankan kepeda APBO pad.a DPA Sekretariat 
DPl<Ll Kabupaten Pringsewu sebesar: 
a. Pimpinan DPRD : Rp 9.676.000,-

(sembilan juta enam mtus tujuh 
puluh enam ribu rupiah) 

b. Anggota DPRD : Rp 8.000.000,-
(delapan jut.a rupiah) 

2. Ketenttum Pasal 12 diubah, eehingga Paaal 12 berbunyi 
sebagai berilrut: 

Pasall2 

(I) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) 
kelompok yaitu : 

Hna<ri•
1 a.---~ 

b. &edang; clan 
c. rendah. 

(2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten 
Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelompokan dalarn kelompok rendah. 

3. Ketentuan Pa.sal 13 diubllh, sehingga Pasal 13 bcrbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Pimpinan clan Anggota DPRD diberikan TKI setiep 
bulan. 

(2) Tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD 
dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) 
Wi uang representasl Ketua DPRD. 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 hP.rhunyi 
sebagai berikut: 

Pa.sal 14 

(1) Kegiatan Reses dilaksana.kan 3 (tigil) kali dalarn sa.tu 
tahun paling lama 4 (empa.t) hari kerja dalam l (salu) 
kali reses. 

(2) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggofa DPRD 
diberikan paling banyak sebesar 3 (tigaJ kali u.11ng 
representasi Kerua DPRD. 



(3) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara 
perseorangan atau berkelompok sesuai dengan 
daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD dan 
disediakan bi.a.Ya pendukung b!gi1dan untuk 1 (satu) 
kali reses per anggota DPRD dengan menyesuaikan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

14) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib 
untuk mclaporkan dan mempertanggw1gjawi:lbkan 
penggunaan dana kP.gi.idannya. 

5. Ketentuan Pa.sal 15 dtubah, sehingga Pa.sal 15 berbunyi 
s,ebagai berilrut: 

Pasal 15 

(1) Untuk .k:elancaran tugas Pimpinan DPRD dapa.t 
diberikan Dana Operasional. 

(2) Dana Operasional KP.tu~ nPRD diberikan paling 
banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua OPRD. 

(3) Dana O))erasional Wakil Ketua OPRD masing-masing 
disediakan paling banyak 1,5 (satu koma Iima) kali 
jumlah uang reprcsentasi Waldl Ketua DPRD. 

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi 
~bapi berikut : 

Pasal 18 

(l) Unt1.1k mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
fraksi disediakan Tenaga Ahli. 

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
slat Kelengkapan OPRO disediakan Paka.r atau Tim 
Ahli. 

(31 Tenaga Ahli. kelompok pakar atau Tun Ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 
sesuai dengan keahlian dibidang perancangan. 

(4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tun 
Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara 
lain: 
a. berpendidikan tinggi serendah-re11dahnyA Str.1tta 

l (S1) dengan pengalaman kerja. paling Bedikit 3 
(tigaJ tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan 
pengalaman ke,ja paling 8edikit 2 (dua) tahun, 
atau Strata 3 (S31 dengan pengalaman kerja 
paling sediki.t 1 (satu) tahun; 

b. menguasi bidang pemerintahan atau bid.ang 
yang diperlu.kan; dan 

c. menguasai tugas da.n fungai Dewan Perwakilan 
RakyAt DBnJulh. 



(5) Tenaga Ahli dan Kclompok Paka.r atau Tim Ahli 
aebagaimana pada ayat (1) dan ayat [2) diangkat 
dan ctiberhentikan oleh Sekretaris DPRD a t:as usul 
Piinpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan 
DPRD. 

(6) Jumlah Tenaga ahl1 terdlr1 dari : 
a. j umlah untuk frakw rnauing-masmg 1 (satu) 

orang Tenaga Ahli; dan 
b. jumlah untuk Kelompok Pakar at.au Tim Ahli 

paling banyak sesuai dengan jumlah Alat 
Kelengkapan DPRD. 

(7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pa1mr at.au Tim Ahli 
sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) clan a yat (2) 
diberikan honorarium paling tinggi sebesar Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 
orang/ per bulan. 

Pasalll 

Peraturan ini mulai berlaku pad.a tanggal diundan~. 

Agar setie.p orang mengetahuinya, memerintahkan 
()P.11gimnRngan Pra!nit1JTJ1.n ini cl~g;:n, p!'!n~mpAhlnnyR dAlAm 
Berita Daerah Kabupe.ten Pringsewu. 

lJitetap.kan di Pringsewu 
pa.da tanggal ~ .J".:!'llu-' " 0 '.-8 

BUPATI PRINGSEWU, 

dto 

S'UJADI 

Diundangkan di Pringsewu 
pe.da tanggal O Jarn,a-i 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dtx> 

A. BUDIMAN PM 

BERI1'A DAERAH KABUPATEN PRINGSE:WU 'l'AHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH KAbupnteu. P 1-iu.g:1ewu ; http;/ /jclib,pai11gsewukab.go.id/ 
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